PETUNJUK OPERASIONAL (PO) ,
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR

NASIONAL PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024
A.PETUNJUK UMUM
1.  Dinas Instansi . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Pesisir Selatan
Program . Program Pembinaan Perpustakaan
Nama Kegiatan : Pengelolaan Perpustaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan Pada  Satuan

Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan.

5.  Sifat Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7.  Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 40.578.231,00,-
8.  Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2024 s/d Desember 2024
Pengguna Anggaran
a. Nama : YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
b. Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
a. Kuasa Pengguna : MUSTIKAWATI, S.SOS
Anggaran
b. Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan
1. PPTK :  Muharrimah Khaira, S.Psi, M.A
5. Jabatan . Pustakawan Ahli Muda
Pejabat Penatausaaan
Keuangan SKPD
a. Nama . YUSMARDI, SE
b. Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda
10. Bendahara
a. Nama : NINING DESMONEZI
b. Jabatan . Staf
11. Lokasi Kegiatan : Kecamatan IV Jurai,

Kabupaten Pesisir Selatan
12 Tolak Ukur Indikator

a. Masukan
- Jumlah Dana : Rp. 40.578.231,00,-



- Waktu Pelaksanaan : Januar 2024 s/d Desember 2024

b. Keluaran : Terbinanya 50 perpustakaan sesuai Standar
Nasional Perpustakaan
c. Hasil : Terakreditasi 50 perpustakaan di Kabupaten
Pesisir Selatan
13 Rincian biaya kegiatan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2024,
B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan adalah
melakukan pembinaan terhadap perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai
dengan standar nasional perpustakaan.

2. Adapun dari kegiatan ini adalah terbinanya perpustakaan yang memenuhi standar di
Kabupéten Pesisir Selatan minimal 50 perpustakaan binaan dari 760 Perpustakaan di
Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Target/Sasaran:
Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Perpustakaan SD/MI,
SMP/Mts dan SMA/SMK/MA sederajat diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta.

3. Struktur Organisasi
Dengan mengacu kepada :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021, tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Ditetapkan susunan organisasi pada Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
sebagai berikut:
3.1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
3.2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
3.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Bidang Perpustakaan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.




34.

3.5.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Fungsional Perencana Ahli Muda
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir

Selatan.

4. Tugas dan Tanggung jawab

Dengan

mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci

tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

4.1. Pe

nanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah)

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program - program yang berada pada

lin
1.
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10.
11.
12.

gkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan
pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.

Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdapat pada DPA-PD tahun anggaran yang bersangkutan.

Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh
dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.

Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
OPD yang dipimpinnya.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD.

Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.

Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati melalui Sekda selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Penanggung Jawab Kegiatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran



4.3.

Penanggomg Jawab Keglatan adalah Kuasn Penggana Anggatan, bertugns membantu

Penanppung Jawab  Program molakukan  koordinasl - dan - manajemen dibidang

pelaksanaan kepintan sesuni DPA-ID sehinggn aemia keglntan dapat terlnksann sesual

dengan maksud dan twjunn yang ditetapkan, denpan tugas sobagal bertkut

1,

10.

Membantu penanggung jawab program dalam melnkukian tugas yang ditimpahkan
dengan  pertimbangan - beban  tugas  dan rentang, kendall/kompetensl  dan
pertimbangan lainnya,

Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dongan Keputusan Kepala Daetnh
atas usul Kepala Perangkat Daorah,

Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi

Menyetujui Derita Acara Kemajuan pekorjnan

Mengkoordiniv dan mengawasi pelaksannan kogintan

Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaon Kogiatan darl PI'TK
Menyetujui / meneliti permintaan kebutuhan blaya bulanan kegiatan oleh PI"IK
Menandatangani SPPD

Menyusun Laporan kegiatan baik fisik maoupum keuangan untuk disnmpaikan
kepada Pengguna Anggaran pada minggu pertama bulan berikutnyn
Memeriksa pencatatan keuangan yang terkalt dengan pelaksanaan keglatan

minimal sekali dalam 1 bulan

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan (PPTK)

Dengan mempedomani Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

yang berlaku, maka secara rinci tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksna Teknis Kegiatan
(PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanan kegiatan,

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

3, Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur barang/jasa

44. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Pejabat yang diangkat/ ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah,



4.5.

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas
sebagai berikut:

1.

NS ok w

Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.

Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Melakukan verifikasi SPP

Menyiapkan SPM

Melakukan verifikasi atas Penerimaan

Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah

Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran

1.
2.

Menyiapkan SPP UP/GU/TU dan LS

Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD
Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum
Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatanganinya serta meneruskan
kepada PPK-SKPD

Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank

Membuat dan menandatangani Buku Panjar

Membuat dan menandatangani Buku Pajak

Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran

. Menandatangani Register Penutupan Kas
. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD



Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaatan
MUSTIKAWATI.S.80S MUHARRIMAH KHAIRA, S.PSI, M.A
NIP. 19721020 199701 2 001 NIP. 19861004 201001 2 019

[’ M.Pd., M.Si
r99412 1002

NIP. ‘19560"‘




STRUKTUR ORGANISANSL

KREGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAN
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DIESELURUH WILAVAH KABUPATEN/KOTA SESUATDENGAN STANDAR
NASIONAL PERPUSTAKAAN
TAHNUN ANGGARAN 2024

KARBID PERPUSTAKAAN DINAS PERPLSTARAAN
DAN KEARSIPAN KABPESISIR SELATAN

PENANGCUNG JAWAB PROGRAM /
PENGCGUNA ANGCGARAN

KASUBBAQ PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK) SKPD

STAF DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KAB, PESISIR SELATAN

BENDAHARA PENQELUARAN

KABID PERPUSTANAAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB.PESISIR SELATAN

KUASA PENGCUNA ANCGARAN

STAF DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KAB. PESISIR SELATAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KECIATAN
(PPTK)




